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ABSTRAK 

TATA CARA PENGHAPUSAN DENDA PIUTANG PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL  

SATU ATAP (SAMSAT) TELUK KUANTAN DI KABUPATEN  

KUANTAN SINGINGI 

Penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT teluk Kuantan Kabupaten Kuantan 

Singingi yang berlangsung dari bulan september sampai bulan oktober. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara penghapusan denda 

piutang pajak kendaraan bermotor pada kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap (SAMSAT) Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.Berdasarkan hasil 

penelitian saya pada kantor SAMSAT ini, tingkat kerja kantor SAMSAT ini lumayan 

baik dalam melayani masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor,tetapi 

masyarakat banyak yang tidak mengetahui informasi mengenai kapan di mulai dan 

berakhir nya waktu untuk pelaksanaan penghapusan denda piutang pajak kendaraan 

bermotor tersebut. Untuk melakukan penghapusan denda piutang tersebut masyarakat 

harus menyiapkan berkas – berkas yang di di perlukan sesuai syarat – syarat dan 

ketentuan untuk penghapusan denda piutang kendaraan bermotor. 

Kata Kunci : Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor 

  



 
 

ABSTRAK 

TATA CARA PENGHAPUSAN DENDA PIUTANG PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR DI KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL  

SATU ATAP (SAMSAT) TELUK KUANTAN DI KABUPATEN  

KUANTAN SINGINGI 

This research was conducted at the SAMSAT office in Kuantan Bay, Kuantan 

Singingi Regency, which took place from September to October. The purpose of this 

study was to find out how the procedure for eliminating motor vehicle tax receivables 

fines at the Manunggal One Roof Administration System (SAMSAT) office, Taluk 

Kuantan, Kuantan Singingi Regency. in the payment of motor vehicle taxes, but 

many people do not know information about when the start and end of the time for 

the implementation of the abolition of the motor vehicle tax receivable fines. To 

eliminate the fines for receivables, the community must prepare the files that are 

needed according to the terms and conditions for the elimination of fines for motor 

vehicle receivables. 

Keywords: Elimination of Motor Vehicle Tax Receivable Fines  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangunan di daerah merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh 

masing-masing pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyatnya. Agar pembangunan di daerah berjalan dengan lancar, maka 

setiap pemerintah daerah perlu memiliki dana yang cukup untuk pembiayaan 

pembangunan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber 

pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber pendapatan yang 

berasal dari penerimaan pemerintah pusat, yang dalam realisasinya dapat berbentuk 

bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi untuk 

keperluan pembangunan daerah dan sebagainya.  

 Dilihat dari perkembangan teknologi yang meningkat, dimana kebutuhan 

masyarakat akan fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam menjalankan rutinitas 

sehari-hari, kendaraan bermotor merupakan pilihan masyarakat saat ini sebagai sarana 

transportasi. Pemerintah menilai bahwa potensi dari pajak kendaraan bermotor dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari komponen-komponen penerimaan 

dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan milik daerah, 

penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam 
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pendapatan asli daerah yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang 

sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan 

daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah 

dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu 

sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai 

pembangunan adalah pajak daerah. 

 Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut, antara lain dapat 

ditempuh suatu kebijaksanaan yang wajib setiap orang membayar pajak sesuai 

dengan kewajibannya. Pajak daerah sebagai pajak yang dipungut berdasarkan 

peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah 

tangga pemerintah daerah dan pembiayaan pembangunan daerah tersebut. 

 Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi setiap negara untuk membiayai 

kegiatan pemerintah membiayai pengeluaran yang harus dilakukan oleh negara untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian target yang direncanakan oleh 

pemerintah dalam mensukseskan pembangunan nasional secara merata untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga negara yang dewasa ini membutuhkan dana yang 

tidak sedikit. 

 Dalam hal ini pembangunan yang dilaksanakan oleh negara Republik 

Indonesia tidak luput pada pembangunan di masing-masing daerah. Dalam melakukan 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), besarnya jumlah pajak yang 



3 
 

terhutang ditetapkan oleh fiskus sebagai pemungut pajak kendaraan bermotor 

sedangkan wajib pajak mempunyai tanggung jawab menyetor besarnya jumlah pajak 

yang terhutang tersebut. Sistem inilah yang disebut official assessment. Dari sistem 

ini terlihat bahwa pihak fiskus mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam 

pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.  

 Usaha untuk peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui 

Direktorat Jenderal Pajak terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan 

penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu 

langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan reformasi dibidang perpajakan 

ialah perubahan dari official assessment System menjadi self assessment System. 

Selfassessment System, wajib pajak diberi kepercayaan untuk 

menghitung,memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban 

pajaknya, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat 

dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh 

masyarakat. Sistem ini menaruhkepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk 

menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal tersebut meletakkan tanggung 

jawab yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kepercayaan tersebut 

dengan sebaik-baiknya.  

 Tidak hanya itu, kepercayaan dan tanggung jawab penuh juga diberikan 

kepada Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengelolah dengan baik hasil pajak 

yang dilaporkan langsung oleh wajib pajak agar diharapkan kesukarelaan wajib pajak 
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untuk membayar pajak terus meningkat dengan terealisasinya pembangunan yang 

merata di setiap daerah. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian 

kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai 

pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara. 

 Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa 

Pemerintahan Daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal 

dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pajak Daerah 

terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu Pajak Provinsi 

adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air (KAA).  

 Terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu obyek pajak yang diserahkan 

pengaturan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan 

diserahkannya kewenangan pengaturan dan pengelolaan PKB dan BBNKB kepada 

Pemerintah Daerah Provinsi, maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

semakin meningkat setiap tahunnya seirama dengan meningkatnya jumlah kendaraan 

bermotor di berbagai daerah provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tentulah mempunyai kendala 

tertentu seperti terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi Nasional yang 

berdampak terhadap menurunnya kemampuan daya beli masyarakat, sehingga 
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berpengaruh pada tertundanya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Terdundanya 

pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menimbulkan utang pajak dan sanksi 

pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Piutang pajak bagi Negara adalah 

utang pajak bagi wajib pajak. Piutang pajak selalu meningkat setiap tahunnya. 

Disamping piutang pajak yang berhasil ditagih atau dicairkan melalui tindakan 

penagihan, adapula piutang pajak yang bahkan sampai batas akhir penagihan tidak 

dapat ditagih lagi. Atas dasar hal tersebut piutang pajak yang tidak efektif untuk 

ditagih disamping akibat terjadinya kadaluarsa ketetapan penagihan itu maka fiskus 

mengusulkan agar piutang pajak tersebut dapat dihapuskan.  

 Tata cara penghapusan denda piutang pajak daerah yang kadaluarsa diatur 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. 

Penghapusan denda piutang pajak dilakukan oleh Kepala Daerah (Gubernur) 

berdasarkan permohonan penghapusan denda piutang pajak. Provinsi Riau juga 

memberlakukan penghapusan mengenai denda pajak. Gubernur Riau juga 

menghimbau kepada masyarakat agar bias memanfaatkan momen penghapusan denda 

pajak ini sebaik mungkin. Gubernur Riau juga menyampaikan agar masyarakat 

memanfaatkan kegiatan penghapusan pajak ini. Masyarakat yang memiliki tunggakan 

pajak kendaraan bermotor cukup membayarkan pajak pokoknya saja.  

 Kebijakan ini tentu tidak terlepas dari fenomena yang beberapa tahun ini 

sangat memprihatinkan, diantaranya masih banyaknya Wajib Pajak tidak memenuhi 

kewajiban pajaknya, sehingga berdampak pada menimbunnya denda pajak kendaraan 
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bermotor dan masih banyaknya wajib pajak yang memiliki kendaraan yang belum 

dibalik namakan, sehingga menyebabkan peralihan pendapatan penerimaan bea balik 

nama kendaraan bermotor. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mau membayar 

pajak kendaraan motor  dan menganggap sepele tentang pembayaran pajak,mereka 

beranggapan motor yang mereka miliki tidak juga untuk bepergian jauh hanya di 

gunakan di desa untuk bekerja.Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan 

pemutihan denda pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor 

guna untuk merangsang wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan wajib pajak akan 

kendaraan bermotor yang dimiliki. 

 Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang ada di 

provinsi Riau, yang mana melalui Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi juga melakukan kegiatan 

penghapusan pajak kendaraan atau pemutihan. Kepala SAMSAT Teluk Kuantan 

yakni Azmir Aziz mengatakan bahwa, masyarakat sudah bisa menikmati program 

penghapusan denda pajak. Adapun syarat untuk bisa menerima insentif penghapusan 

sanksi administrasi pajak kendaraan ini sama dengan pembayaran pajak tahunan 

kendaraan bermotor biasa. Dengan begitu, diharapkan agar masyarakat yang agar 

dapat melakukan pendaftaran pemutihan. 
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Tabel 1.1 

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Pada Masa Keringanan 

No. Tahun PKB BBN-KB 

1 2019 1.198.460.165 18.591.580 

2 2020 1.544.156.537 281.380.500 

3 2021 641.824.597 91.000 

 Sumber:  : Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi 

 Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi mayoritas menggunakan kendaraan 

untuk kegiatan sehari-hari. Namun masih banyak masyarakat yang menggunakan 

kendaraan dengan kondisi pajak kendaraan yang telah mati. Masyarakat terkesan 

tidak mempermasalahkan kendaraan tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya tingkat 

kesadaran masyarakat Kuantan Singingi untuk taat pajak. Dan juga masih banyak 

masyarakat yang tidak mengetahui mengenai program serta tata cara penghapusan 

pajak ini karena kurangnya informasi dari pihak SAMSAT.  

 Hal ini menjadi dasar penulis dalam melaksanakan penelitian dengan memilih 

judul “Tata Cara Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada 

Kantor Sistem Administrasi Manunggal d Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan 

di Kabupaten Kuantan Singingi.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tata cara penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor 

pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal  Satu Atap (SAMSAT) Teluk 

Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi? 

2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penghapusan denda piutang pajak 

kendaraan bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi? 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui Tata Cara Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan 

Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi. 

2.  Untuk mengetahui Hambatan Dalam Penghapusan Denda Piutang Pajak 

Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi. 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir pada program studi 

D3 Administrasi Perpajakan dan mendapatkan gelar ahli madya pada 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.  

2. Mengetahui Tata Cara Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan 

Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal d Satu Atap 

(SAMSAT) Taluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi. 



9 
 

3. Mengetahui Hambatan Dalam Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan 

Bermotor Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal d Satu Atap 

(SAMSAT) Taluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi. 

1.5 Metode Penulisan 

Metode penulisan penelitian yang digunakan dalam menyusun tugas akhir  

ini adalah sebagai berikut :    

1. Lokasi  

Penulis melakukan penelitian di Kantor Sistem Administrasi Manunggal 

Satu Atap (SAMSAT) Teluk Kuantan di kabupaten Kuantan Singingi yang 

beralamat di Sungai Jering, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Jenis Data  

Jenis data yang penulis kumpulkan dalam menulis penelitian ini :  

a. Data sekunder   

Data sekunder adalah data-data penulis yang diperoleh dalam bentuk 

laporan, catatan-catatan, buku-buku, dan dokumen-dokumen yang terkait 

dengan masalah penelitian melalui samsat kuantan singingi. 

b. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

informasi melalui wawancara.  
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3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan 

laporan ini adalah dengan cara sebagai berikut :  

a. Observasi   

Penulis melakukan observasi atau pengamatan dengan cara 

mengumpulkan data yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap suatu objek yang akan diteliti dan mengadakan pencatatan secara 

sistematis tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diamati 

penulis.   

b. Studi Literatur   

Pengumpulan data dengan studi literature yaitu serangkaian kegiatan 

yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan 

mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. 

4. Analisis Data 

Setelah data-data yang sudah dikumpul tersusun secara sistematis, 

maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal 

ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif 

kualitatif merupakan pendekatan yang tidak dinyatakan dengan angka-angka 

tetapi dengan deskripsi saja dan membandingkan antara realisasi yang 

sesungguhnya dengan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan. 
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1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam penulisan dengan 

tujuan agar tugas akhir ini mudah di pahami sehingga mencapai sasarannya. 

Dalam penulis dan tugas akhir ini bahasan yang akan di uraikan  terbagi menjadi 

beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab 1 ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penulisan  metode peneulisan dan sistematika penulisan 

dari penelitian penulis 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum Kantor Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) berisi tentang sejarah Kantor 

SAMSAT,Visi dan Misi,dan Struktur Organisasinya. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori dan menjelaskan tentang 

tinjauan teoritis dan masalah penelitian. 
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BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang terkait dengan 

masalah penelitian dan beberapa saran yang menjadi bahan masukan bagi penulisan 

ini. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

2.1 Sejarah Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan singingi 

Sejarah Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu 

sistem kerja sama antar Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan 

provinsi dan PT Jasa Raharja (persero). Latar belakang terbentuknya samsat seluruh 

Indonesia di awali dengan keluarnya surat keputusan bersama Tiga Mentri, yaitu 

mentri Pertanahan dan Keamanan/Panglima ABRI, Mentri Keuangan dan Mentri 

dalam Negri NO.POL, KEP/13/XXI/76 Nomor,KEP-169/MK/IV/12?1976;311 

Tahun 1976 tentang peningkatan kerja sama antara pemerintahan daerah tingkat I, 

Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen keuangan dalam rangka 

peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak -  pajak kendaraan 

bermotor. 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) ini didirikan dan 

dibentuk karena dahulunya masyarakat kesulitan dalam melakukan pelayanan dalam 

membayar pajak, sehingga didirikan dan dibentuklah kantor Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (SAMSAT) agar masyarakat lebih mudah dalam melakukan 

pembayaran pajak. Karena di kantor samsat sudah terdapat tiga instasi yang saling 

bekerja sama dalam pelayanan pembayaran pajak. 
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Dasar Hukum Pembentukan Samsat di seluruh Indonesia adalah interaksi 

bersama Mentri Pertanahan Keamanan,Mentri Dalam Negri, dan Mentri Keuangan 

Nomor 6/MK.014/1999 tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap (SAMSAT) dalam penerbitan Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat 

Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tata Cara 

Kendaraan bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan. 

Kantor Samsat Taluk Kuantan sebetulnya di sebut dengan Kanto (UPT) Unit 

Pelaksanaan teknik, tetapi karena di dalam satu gedung terdapat tiga instansi yang 

saling bekerja sama dalam pemberi pelayanan dalam pembayaran dan pemungutan 

pajak maka disebut dan di bentuklah kantor SAMSAT, dan jumlah pegawai di kantor 

SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ada sebanyak 17 orang 

pegawai dari dinas pendapatan termasuk UPT, 3 orang pegawai dari kepolisian dan 1 

orang pegawai dari Jasa Raharja. Jadi jumlah keseluruhan pegawai yang bekerja di 

kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebanyak 21 

orang pegawai. 

Tujuan di bentuk SAMSAT di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi 

adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk 

pengurusan registrasi kendaraan bermotor, prmbayaran pajak, dan SKDKLJ, Maka di 

bentuklah Kantor SAMSAT. 
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Unit pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan 

Singingi provinsi Riau dibentuk pada 06 januari 2003, kantor ini masih sebagai pos 

pelayanan dan menjadi kepala kantor pada saat itu adalah Bapak Firman HK. Pada 

Tahun 2004 sampai tahun 2006 kantor ini menjadi unit pelayanan (UP) yang menjadi 

kepala kantor pada saat itu adalah bapak H.Maerhilis. Pada tahun 2006 sampai tahun 

2009 kantor diganti menjadi Unit pelayanan Teknik Daerah (UPTD) yang menjadi 

kepala kantor pada saat itu adalah bapak H. marlimas. Pada tahun 2009 awal sampai 

akhir tahun 2009 yang menjadi kepala kantor pada saat itu adalah bapak Hendrizal 

MM. pada awal tahun 2010 hingga pertengahan tahun 2010 yang menjadi kepala 

kantor pada saat itu adalah bapak Ahmad Fauzi M,Si. Pada pertengahan tahun 2011 

sampai tahun 2015 yang menjadi kepala kantor pada tahun 2016 sampai saat ini yang 

menjadi kepala kantor adalah Bapak Drs,R Muttaqin. 

2.2 VISI dan MISI Kantor SAMSAT Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan 

Singingi 

2.2.1 VISI 

“Menjadikan model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem 

dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercayai dan dibanggakan 

masyarakat” 

2.2.2 MISI 

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah 

secara optimal. 
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2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara 

professional. 

3. Memperoleh dana pembangunan secara adil sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. 

2.3 Stuktur Organisasi kantor Samsat Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan 

Singingi 

Gambar 2.1 Stuktur Organisasi kantor Samsat Taluk Kuantan Kabupaten 

Kuantan Singingi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi 
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2.4 Uraian Tugas 

Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai 

unit kerja masing-masing yaitu : 

2.4.1 Kepala UPT 

Memimpin pekerjaan keseluruhan segala bidang, memberi motivasi, 

kebijaksanaan, pembinaan, pengawasan, pada semua agar terjadinya kerja 

sama yang baik dan tercapainya tujuan kerja. 

Adapun tugas dari kepala UPT adalah melaksanakan sebagian 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang badan 

pendapatan daerah di bidang pekerjaan umum. 

2.4.2 Kusubbag TU 

Adapun dari Kusubbag TU adalah : 

1 Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seb bagian 

Tata Usaha. 

2 Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan subbag Tata usaha. 

3 Melaksanakan koordinasi penyusunan Standart Operasional Prosedur. 

4 Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat. 

5 Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban 

kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standart kompetesi, dan 

evaluasi jabatan. 



18 
 

6 Melaksanakan pengelolaan kearsipan dokumentasi, 

7 Melaksanakan pengelolaan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana 

dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban. 

8 Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada subbagian Tata Usaha. 

9 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

2.4.3 Kasi Penerimaan dan Pendapatan 

Adapun Tugas Kasi Penerimaan dan pendapatan 

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi 

penerimaan. 

2. Membagi tugas memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan seksi penerimaan. 

3. Menyusun petunjuk teknis standart pelayanan penggunaan pendapatan. 

4. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan. 

5. Melakukan pengaduan dan pengembangan pendapatan. 

6. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan. 

7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada seksi penerimaan. 

8. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 



19 
 

2.4.4 Kasi Penagihan dan Pembukuan 

Adapun tugas dari kasi Penagihan dan pembukuan adalah: 

1. Merencanakan Program/kegiatan dan penganggaran pada seksi 

penagihan. 

2. Membagi tugas, member petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan seksi penagihan. 

3. Menyusun petunjuk teknis standart pelayanan penggunaan pendapatan. 

4. Melakukan pengelolaan dan memelihara pendapatan. 

5. Melakukan pengadaan dan pengembangan pendapatan. 

6. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan. 

7. Melakukan pemantuan, evaluasi dan membuat laporan ke pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada seksi penagihan. 

8. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

2.4.5 Staf 

Adapun Tugas Staf adalah: 

1. Melayani dan mengarahkan mengenai jalur unit pelaksanaan teknis. 

2. Membuka registrasi pajak dan mengawasi pemakaian formulir harian. 

3. Menerima pembayaran pajak dan wajib pajak. 
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2.5 Lokasi Geografis Kantor SAMSAT Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan 

Singingi 

Kantor SAMSAT Teluk Kuantan Kabupaten kuantan Singingi berada 

ditengah kota teluk kuantan yang beralamat di Jalan Proklamasi No- Sungai Jering 

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten kuantan Singingi. 

Kantor SAMSAT ini mempunyai kewajiban untuk mempermudah 

pengawasan dan memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin terhadap masyarakat 

sebagai wajib pajak serta memberi kepuasan, kenyamanan, dalam membayar pajak. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1) Perkembangan program penghapusan denda piutang pajak kendaraan 

bermotor pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan 

dengan jumlah kendaraan bermotor yang mendapatkan penghapusan denda 

piutang pajak di tahun 2019 sebesar 7.907 Unit. Tahun 2020 jumlah 

kendaraan bermotor yang mendapatkan penghapusan denda piutang pajak 

yaitu 6.548 Unit. Lalu di tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor yang 

mendapatkan penghapusan denda piutang pajak yaitu 2.689 Unit. Jadi dilihat 

dari tahun 2019 hingga tahun 2021 program pemutihan khususnya di 

Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan. 

2) Adapun faktor penghambat dalam penghapusan denda piutang pajak 

kendaraan bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi yakni 

diantaranya: 

- Kurangnya Informasi dan Sosialisasi Mengenai Penghapusan Denda 

Piutang  Pajak Kendaraan Bermotor 
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- Rendahnya Kesadaran Masyarakat  

- Usia Kendaraan Bermotor  

- Jarak yang Harus di Tempuh untuk Membayar Pajak 

4.2 Saran 

1) Untuk Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) 

diharapkan agar memberikan informasi ataupun penjelasan kepada masyaakat 

mengenai hal-hal tentang pajak dan dalam hal ini yakni tentang penghapusan 

denda piutang pajak kendaraan bermotor agar masyarakat memahami tentang 

maksud dan tujuan diadakannya program tersebut. Masyarakat kurang 

mendapatkan informasi mengenai yakni tentang penghapusan denda piutang 

pajak. 

2) Untuk Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat memberikan kebijakan yang 

memberikan kemudahan kepada masyarakat, terlebih dalam keadaan 

pandemic seperti ini.  

3) Untuk wajib pajak diharapkan dapat proaktif dan meningkatkan kepatuhan 

pajaknya. Wajib pajak hendaknya meningkatkan kepatuhan pajaknya dengan 

cara bertanya dengan call senter, inovasi informasi dalam website dan 

sosialisasi  untuk menambah pengetahuan tentang pajak terkhusus dalam hal 

ini yakni tentang penghapusan denda piutang pajak kendaraan bermotor dan 

hal-hal lain yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor.  
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